
· 1. IJndang-Undang Ncmor 14 Tahun 1950 tentar,g 

Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten OalaJn 
Lingkungan Propirisi Jawa Baral (Berita Negara 
Tahun 1950): 

2. Undang-Undan(; ,~omo, 5 Tahon 2014 Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndones.a 
Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

Menglnga1 

b. bahwa atas dasar pertlmbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Oinas Pengawasan Bangunan pada 
Oinas eangunan tersebut, pertu ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

• 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Oaerafl 
J<.abupaten Bekasf Nomor 8 Tahun 2014 tenta;,o 

Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi, yang 
diantaranya mer.gatur kelembaga.,,, Dinas Bangunan, 

rnaka leb;h lanjut datam melaksanakan teknis 
operasonal sebagian tugas d,nas dimaksud perlu 
dibentuk Unft Pelaksana Teknis Oinas Pengav,asan 
Banguna.1 pada Oinas Bangunan Kabopaten Bekasi; 

Menimbang 

TENT ANG 

PEMBENlUKAN UNIT FELAKSANA TEKNIS OINAS 
PENGAWASAN BANGUNAN PAOA OINAS BANGUNAN 

KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT! BEKASI, 

NOMOR 11 'W!trJ 2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

- 



DINAS PAOA PENGAWASAN BANGUNAN 
BANGUNAN KABUPATEN BEKASI 

PEMBENT1JKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OlNAS 

MEMIJTUSKAN 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 T ahun 2007 
temang Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

7. Peraruran Dae rah Kabupaten Bekasi Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan KabuP2ten 
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bel<asi 
Tahun 2008 Nomor 6); 

8. Peraturan Oaerah Kabupaten Bek.isi Nomo, e 
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Oaeran 

Kabupaten Bekasi (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Bekas, Tanun 2014 Nomor 8). 

5. Pe;aturan Pemerintah Nomo, 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Repubtik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, 
Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4741): 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Repubfik !ndor.esia 
Nomor 4737); 

Negara Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintatian 

Tahun 2014 Nomor 244. 
Negara Republik Indonesia 

P.epublik Indonesia 
Tambahan Lembaran 
Nomor 5587): 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagia~ Urusan Pemerintahan Antara Pemerintati, 

Negara (Lembaran Dae rah Pemerintahan 

O Unclar,g-\Jndang Nomor 23 Tahun 2014 t~nlar.g 

Menetapkan 

- 



maupun lung~i Svslal dan budaya. 
12. Bangunan Gedung Negara adalah Bangunan Gedung ontuk keperluan 

dinas yang rnenjadVal<an menia,di kel<ayaan milik Negara 

sepertl:gedung kantor, ge<lung sekolah, ge<lung ruman sakit. guaang 
dan rurnah Negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang 
berasal dari dana APBN, dan!atau perolehan lainnya yang sah. 

Dalam Psraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupate,, Bekasi: 
2. Pemedntah Dae,ah adalah Pemerintah Kabvpaten Bekasi: 

3. Bupati adaiah Bupat, Bekasi; 
4. Dinas adalah Oinas Bangunan Kabupaten BekaSl: 
5. Kepala Oinas aciaiah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi: 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Te1<rus Oinas 

Pengawasan Bangunan pada Oinas Bangunan Kabupaten Bekasi; 
7. Kepala UPTD Pengawasa.n Bangunan adalah Kepala UPTO 

Pengawasan Bangunan pada Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi; 
8. Kelompok Jaoaten Fungs,onal ada'an kelompok - · Jawai Negeri Sipii 

yang diberi tugas. wewenang dan hak secara penuh oleh pejaoat )"80Q 

be1wenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan 
keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokol; 

organ~asi. 
9. Kegiatan teknis ooerasona' adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 

tekrus yang secara langsung bertlubungan dengan petavanan 

masyarakat. 
10. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk meiaksanaka» kegiatan 

untuk mendukung pela~sanaan tugas organisasi induknya. 
t 1. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang tungsiny:> 

untvk kepentingan publik baik r-eruoa fungsi keagamaan, fungsi usana, 
• 

SABI 
K:'TENTUAN UMUM 

Pasal 1 

- 



Dengan Peraturan Bupab lni dibentuk Unit Pela1'.suia Teknis Oinas 
Pcngawasan Bangunan pada Oinas egngunan Kabupaten Bekasi. yang 

terdiri Clari : 
a. UPTO Pengawasan Bangunan Wiiayah I mei;puti wilayah kerja : 

1. Kecamatan Bat,elan: 
2. Kecamatan Tarumajaya: 
3. Kecamatan Su!<awangi; 
4. KecamatanTambelang. 

b. UPTO Pengawasan Ba=>gunan Wilayah II meliputl wilayah kerja : 
1. KecamatanTambun Utara: 
2. Kecamatan Tambun Selatan: 
3. Kecamatan Cibitung: 
4. Kecamatan Clkarang Barat; 
5. Kecamatan Setu. 

c. UPTO Pengawasar. Bangunan Wilayah Ill meliputi wilayah kerja : 
t. Kecamatan Clkarang utara: 
2. Kecamatan Cikarang Timur: 
3. Kecamatan Cikarang Pusat: 
4. Kecamatan Ke<lung Waringin;. 
5. Kecamatan Karang Bahagia. 

d. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah IV mellputl wilayah ketja : 

1. Kecamalan Sukatani: 
2. Kecamatan Sukaka,ya: 
3. Kecamatan Muaragembong; 
4. Kecamatan Cabang Sungin; 
5. Kecamatan Pebayuran. 

e. UPTO Pengawasan Bangunan W~ayah V meliputi wilayah kerja: 

1. Kecamatan Cioa11.1sah; 
2. Kecamatan Bojongmangu; 

3. Kecamatan Ser-ang Ban.,; 
4. Kecamatan Cikarang Selatan. 

- 

BABU 
PEWBENTUKAN 

Pasal 2 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimakslld paca Pasat 4, 

UPTD Pengawasan Bangunan mempunyai lungsl : 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Por.gawasan 

Bangunan sesuar dengan !ingkup tugasnya; 

b. Penyelenggaraan sebag,an kegialan teknis operasional danlaiau tek!'liS 

p.enunjang Dinas di bidang Pe~gawasan Bangunan sesuai dengan 

llngkup tugasnya; 

Sag,an Ketiga 

Fungsi 

Pasal 5 

• - 

UPTO Peogawasan Bangunan mempunyai tugas pokok metaksar.akan dan 

mengembangkan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau reknis 

penunjang di bidang Pengawasan 6angunan Umum dan Bangunan Negara 

berdasarkan kebijakan Bupafi Bekas, yang menjadl kewenangan Dinas 

Sangunan Kabupaten Bekasi. 

Pasal4 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

I) Un~ PetaKsana Teknis Dinas Pengawasan Bangunan pada Dinas 
Sangunan yang selanjutnya dalam Peraluran ini disebul UPTD 
Pangawasan Sa~gunan merupakan unit pslaksana tek::is Dinas 

Sangunan yang mstaksanakan sebaglan kegiatan teknis operaslor.al 

dan kegiatan teknis penunjang di bidang Pengawasan Bangunan Umurr. 

dan Bangunan Negara. 
(2) UPTD Pengawasan Banqunan d,pimpin oleh seorang kepala UDTO 

Pengawasan Bangunan yang berkedudukan di bawah dan be~.anggung 

jawab kepada Kepala Dinas melal~i Sekrelalis Dinas. 

6AB Ill 

KEDllOUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Ba91a.n Kesatu 
Kedudukan 

Fasal 3 



(1) Kepala UPTD Pengawasan Bangunan mempunyai tugas pol<ok 

rnernlmpln penyeienggaraar. tugas dan fUllQSi UPTD sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini. 

Paragraf I 

Ke;,ala UPTD 

Pasat 8 

Sagian Ketiga 

Uraian Tugas UnsurOrgantsaSI 

(1) Organisasi UPTD terdiri dari : 

a. Kepala UPTD; 

?>. Kepala Sub Baglan Tata usana: 
c. Pelaksana Tekriis 

d. Kelompok Jabatan Fungs,onal 

(2) Bagan Struktur Organi$asi UPTD Pengawasan Bangunan sebagaimana 

tercantu"'! dalam Lamp,ran yang merupal<an bagian yang ticlak 

terpisankan dari Peraturao Bupab ini. 

Baglan Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal7 

Organisas, UPTD Pengawasan Bangunan terdiri dari unser-ensur : 
a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Pengawasan Bangunan: 

b. Pelaksana Administrasi aoatan Sub Bag:an Tata Usaha: 

c, Pelaksana T ekn;s 

d. Kelompok Jaoatan FungsionaL 

BABIV 

ORGANISASI 

Bagia.1 Kesatu 

unser-onsur Organisasi 
Pasal 6 

e Pemb1naan dan ;,elaksanaan wgas sesuai dengw "~gkup tugasnya; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang dfberlkan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan lungsmya. 

- 



n. mengkoordinasikan petaxsanaan ISJgas Kelornpok Jabatan 
Fungslonal; 

o. mengusulkan sarana dan prasarana ketja sesuai dengan 
kebull.Jhan; 

p. merumusl<an oerrnasatahan dan upaya pemecahannya; 

q. melaksanakan kootdinasi dengan lnstansi terkan sesuai dengar. 
wilayah kerjanya; 

r. malakukan t,ut,ungan ke~a sama dengan unit kerja terkait; 

s. msmbuat laporan hasil pelaksanaan tugas; 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk 

atasan. 

12) Ura,aa Tugas Kepala UPTD Pengawasan Bangunan: 

a. mengkoord1nas1kan penyusunan program kerja dan rencana 
keg,atan UPTD Pangawasan Bangunan; 

b. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. membagi tugas kepada bawahan; 

d. membimbing petaksaroaan tuga.s kepada bawahan ; 

e. memeriksa clan menyempurnakan hasil kerja bawahan; 

f. mangkoordir.asikar. penyusunan usulan anggaran UPTO: 

g. membuat pedoman dan petunjuk tekllis dan adminislfasl sesual 
dengan rencana kegiatan UPTO Pengawasan Bangunan; 

h. metaksanakan pemblnaan operasional Pengawasan Bang,man 

sesual dengan rencana kegiatar.; 

i. mengelola data bangunan sesuai jenisnya untuk mengetahui 
perkembanganya; 

j. menyiapkan bahan petaksanaan pengawasan terhadap penerapan 
peraturan tentang penataan bangunan; 

k. membantu metaksanakan pengawasan terhadap banguna.1 
berdasarkan persyaratan adminiStratif dan persyaratan teknis 
mendirikan oongunan sesuai ketentuan yang berlaku; 

I. mcngintegrasikan dan mensinkronisasikan kagiatan Per.gawasa.'l 

Bangunan; 

rn, melakukan pembinaan ke')iatan ketatausahaan d1 ~ngkungan 

UPTO; 

- 



h. mstaksauakan pelayanan kebutuhan barang UPTO: 

,. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana; 

I. menyusun konsep admlmstrasl dan pelakSanaan pembinaan 
kepegawaian: 

g. menyusun baban laporan pelakSanaan program dan kegiafan 

UPTO: 

d. melaksanakan konsuttasi sesuai lingkup tugasnya: 

e. mengeiola surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan 
UPTO; 

( 1) S·Jb Bagian Tata usana mempunyai tugas pokok melakSanakan 
pengelolaan surat menyural urusan ksuanqan, rumah 1angga dan 
perlengkapan. penge10la3.n administ,asi kepegawaian, penyusunan 

rencana dan program kerja serta pelaporan. 
(2) Oalam meleksaoakan tugas pokok sebagaimana dimakSud oeda ayat 

(1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan; 

b. pengelolaan admmistresi keuangan: 

c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanqqaan: 

d. pengelolaan admimstrasi k~pegawaian; 

e. penyusunan rencana dan program kerja serta .• 'aporan: 
f. pelakSanaan tugas-tugas lain yang <Jib9rikan oten kepala UPTO. 

(3i Tata usana datam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 
scbagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraiall 
tugas sebagai berikut: 

a. menyusun usulan rencana anggaran UPTO; 

b. mempelajari clan menelaah psraturan perundang-undangan di 
bidang 1..,gasnya: 

c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta ad,r,inistrasi di 
l:>idang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum:dan 
saran a. 

Pa,agraf 2 

Sub Bagian Tata Usaha 
PasaJ9 

- 



(t) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional ya;-.g 

diatur bsrdasarkan peraturan perJndang-undangan yang berlaku. 

(2i Jsrus dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana. tersebut pada ayat 

( 1 ), diatur sesuai dengan oerateran perundang·undangan yang berla.'<t:. 

Paragraf 3 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa110 

p. menyerahkan surat atau barang invenlaris dan bukU ekspedisi; 

q. memeriksa buku ek$pedis, atau surat tanda te:ima yang sudah 

ditanda tangani sesuar atamat surat· 

r. menyusun dan msnyimpan surat atau barang inventa.ris ke dalam 

tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya; 

s. menyiapkan oorl<as usuian kenai~.an pangkat. cuti. ijin I tugas 
belajar, gaji berl<ala dan pensiun: 

t, menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit karja 
UPTO yang akao mengajukan usu!an kenaikan pangkat, culi, ijin I 

tugas belajar. gaji berka!a dan pensiun; 

u. membuat taporan absenst nanan, mingguan dan bulanan; 

v. menyusun lapcran kauangan dan kegiatan UPTO; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan; 
x. melaporkan hasil pelaksanaan IUgas kepaca atasan. 

j. melaJ<sar.akao ;,r.ngumpulal'I. pengolahan data dan kearsipan; 

k. melaksanakan admeustrasi barang inventaris: 

I. mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaik.annya kepada 

atasan sebagai banan pertimbangan· 

m. memben nornor, mer.ggandakan can cap • urat keluar sesua, 

dengan kel>llltlhan dan ketenltJan; 

n. mengisi lembar kartu surat keluar can mencatatnya pada agenda 

surat kaluar; 

o. menyiapkar. tanda terima surat atau barang celakan yang akar> 
dikirim; 

- 



(1) Kepala UPTD waj,b memberik£;n laporan tentang petaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya kepada Kepala Oinas. 
(2) Oa!am penyampatkan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib 

disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara 
fungsional mem;:,unyai hu!Juogan kerja. 

Paragral 3 
Pela po ran 

Pasal 13 

( 1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melaltii 

Sekretaris Dinas. 
(2) Kepata UPTO mendaf.)aH<an pembinaan teknis operasional dari kepata 

bidang sesuai dengan bldang tugasnya. 

Paragral 2 
Hubungan Kerja 

Pasal 12 

(1) Hal-hal yang menjacli tugas pckek dan fungsi UPTO merupakan satu 

kesatuan yang lidak dapat dipisahkan. 
(2) D2lam metaxsanakan tuqasnya Kepala UPTO. Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha. dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib r,1er.erapkan prinsip 

koordinasi, integras~ ctan smkronisasi, 

(3) Kepala UPTO wajib mengkoordinasikan, memberikan b!mbingan dan 
petunjuk pelaksanaan tugas ssrta pengendallan kepaoa para 

pelaksana. 

BAB V 
TATA KERJA 

Paragral 1 

umum 
Pasal 11 

13) Jum!ah pela~sana .,,i,a1a.~ fungs,onal seba~aimana d1maksud paca ayat 
(1 ), disesuaikan de'\gan kebutuhan dan beban keria, 

- 



Hal-nal yang belum cukup dialur dalam Peraturan in, sepanjang mengenai 

teknls pelakSanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Oinas. 

Pasal 17 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP 

Pembiayaan UPTO :ie,sumbe, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupatsn B~kasl. 

BAB VII 

PEMBtAYAAN 

Pasal 16 

(1) Kepala UPTC dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dlaogl<at clan 
ctlberhentikan o!eh Bupati sesuai dengan peraturan perundang· 

undangan yang berlaku 

(2) Kepala UPTO wajio melal<sanakan pembinaan pegawai sesua! 

peraturan perundang-undangan yang betlaku. 

(3) Ketenluan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur beroasarkan 
peraturan perundang-undangan yang bertaku. 

BABVl 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 15 

(1) oatam hal Kepata UPTO berhalangan. Kepa)a UPTO dapat menunjuk 

Kepata Sub Baglan Tata usana. 
(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Ke;)ala 

UPTO dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesua, dengan 

bidangnya. 

Pa:agraf 4 

Hal Mewal<ili 

Pasal 14 

(3) Pengaturan meogenai jenis tapo,an can tata cara penyampalannya 

be!p9Cloman kepada ketentuan peraturan yang ber'...:.U. 

- 



4 .I /l ~ HASANAH YI SIN 

Oitetapkan d, Ctkarang Pusal 

pada tanggal 3 l!>Nt 2015 

.I{...- BUPATI BEl'-ASI ~ 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pen,. •. l(langan ?eraturan 

im dengan penempatannya dala11' Serita Oaerah Kabc-paten Bekasi 

Peraturan ,ni mulai oertaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal 19 

Oengan bertakunya Peraturan ,ni segala ketsntoan yang mengatur hal yang 
sama dan atau bertentaogan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak beltaku 

lagL 

Pasal 18 

- 


